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B Ketua BPK R, Prof.Dr Moermahadi Soerja Djanegara,CA CPA, bersama kepala BPK Rl Perwakilan Sulbar, terlihat

sedang asyik berbicara usai melakukan pertemuan internal.
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Kunjungan Ketua BPK RI ke
Sulbar, Ini Pesannya

MAMUJU,pojokclebes.com | Para pekerja atau tim auditur keuangan di Badan Pemeriksa
Keuangan [ BPK ) Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), diminta untuk terus
mempertahankan independent, integritas, dan profesional dalam melakukan kerjanya

sebagai editur keuangan negara.

Hal itu yang disampaikan oleh Ketua BPK Rl, Prof.Dr Moermahadi Soerja Djanegara,CA,CPA
dalam kunjungannya ke kantor BPK Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan
internal bersama dengan puluhan pegawai BPK. Senin tadi (19/3) di aula BPK RI Provinsi
Sulbar, mendapat pesan penting atau peringatan agar dalam bekerja harus benar — benar

menjunjung tinggi sikap profesional dalam menjaga visi misi BPK Rl.

" Saya datang di Sulbar, ingatin aja kepada teman — teman di BPK Sulbar ini, dalam
melakukan pekerjaannya harus selalu mempertahankan independent, integritas, dan
profesional. Tiga hal ini yang harus dijaga,” kata Moermahadi kepada pojokclebes.com usai

melakukan pertemuan interen dengan pegawainya.

Ketua BPK Rl itu tidak banyak berkomentar dihadapkan jurnalis saat usai melakukan
pertemuan internal dan tertutup. Namun saat ditanya, terkait hasil pemeriksaan BPK 2017
yang diduga belum ada penyerahan kepemerintah Provinsi Sulbar dengan DPRD. Dengan
spontan ketua BPK Rl menjawab, bahwa bila lewat dua bulan setelah masa pemeriksaan BPK
tidak diserahkan hasil pemeriksaannya ke pemerintah provinsi dengan DPRD berarti

melanggar aturan.

" BPK itu memeriksa selama dua bulan dan selama dua bulan itu setelah diperiksa wajib
diserahkan ke Pemerintah dengan DPRD. Jika tidak diserahkan berarti BPK melanggar
aturan,” jelas ketua BPK Rl Moermahadi.| Aji
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